[image: image1.jpg]Q2

UNESA

Universitas Negeri Surabaya







AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH YANG STATUS TANAHNYA BELUM SELESAI
Anitha Fauzia
(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Anitafauzia37@yahoo.com 
Indri Fogar Susilowati
(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indrifogar@unesa.ac.id 
Abstrak

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan perumahan, terkait kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan, di dalam prakti sering seseorang menjual bidang tanah, mungkin terlalu luas dan padahal ingin cepat terjual, maka bidang tanah tersebut dijual dalam bentuk petak-petak. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang penjualannya secara angsuran hanya dapat dibuat dengan PPJB didasarkan atas ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, sehingga hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian jual beli. Tujuan pembahasan tersebut untuk mengetahui pa akibat hukum jual beli tanah yang telah dipetak-petak, yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya dan apakah pembeli tanah yang telah dipetak-petak memperoleh perlindungan hukum ketika penjual tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Menggunakan metode Penelitian hukum normatif berkaitan dengan kekaburan dalam jual beli kapling tanah untuk pembangunan perumahan, di satu sisi jual beli kapling tanah diperkenankan sebagaimana Pasal 42 jo Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2011. Dapat dipereoleh hasil yaitu jual beli tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan, yang harus memenuhi persyaratan yakni pengusan izin lokasi, penguasaan tanah dan sertipikasi tanah. Jual beli dengan PPJB belum terjadi peralihan hak hak atas tanah karena belum dipenuhinya syarat formal sahnya perjanjian yakni dibuktikan dengan akta peralihan hak di hadapan PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997
Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli, Tanah.
Abstract

One of the basic needs that must be met is the need for housing, related to the need for land for housing development, in practice it is often someone who sells plots of land, maybe it is too large and even though he wants to sell quickly, the plots of land are sold in the form of plots. The sale and purchase of plots of land whose sales in installments can only be made with PPJB is based on the provisions of Article 1457 of the Civil Code, so that it only binds the parties who make the sale and purchase agreement. The purpose of this discussion is to find out the legal consequences of buying and selling land that has been plotted, which has not completed the status of land rights and whether the buyer of land that has been plotted gets legal protection when the seller does not fulfill his obligations in the sale and purchase agreement. Using normative legal research methods related to ambiguity in the sale and purchase of land plots for housing development, on the one hand buying and selling land plots is permitted as Article 42 in conjunction with Article 146 of Law no. 1 of 2011. Results can be obtained, namely the sale and purchase of land that has been plotted for housing development, which must meet the requirements, namely the use of location permits, land tenure and land certificates. Sale and purchase with PPJB there has been no transfer of land rights because the formal requirements for the validity of the agreement have not been fulfilled, which is evidenced by a deed of transfer of rights before PPAT as referred to in Article 37 paragraph (1) PP No. 24 Year 1997.

Keywords: Legal Consequences, Buying and Selling, Land.
PENDAHULUAN
Pembangunan perumahan oleh pengembang tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedinya hunian tempat tinggal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2011. Terkait masalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi keterbangunan perumahan, bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Hal tersebut dilalui dengan penyelenggaraan perumahan berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,  sebagaimana  Konsideran  Bagian Menimbang huruf c UU No. 1 Tahun 2011.

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan perumahan, terkait kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan, di dalam prakti sering seseorang menjual bidang tanah, mungkin terlalu luas dan padahal ingin cepat terjual, maka bidang tanah tersebut dijual dalam bentuk petak-petak, dan memang pembeli menginginkan membeli bidang tanah dalam bentuk petak-perak untuk dibangun rumah tinggal.Perihal perumahan, pemerintah untuk memenuhi keterbangunan perumahan maksudnya bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dipenuhi persyaratan dalam penggunaan, pengusaan, pemilikan tanah terkait dengan penjualan tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan, menggunakan panduan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition yang merupakan kebutuhan akan manfaat hukum dan birokrasi pertanahan bagi masyarakat (Muliawan 2016). Konsep tersebut dalam pengadaan tanah untuk pembangunan adalah kegiatan pengadaan tanah dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir yang akhirnya bermuara pada 3 (tiga) titik: 
1) titik start yakni aspek perizinan tanah (lokasi), 
2) titik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pemindahan hak) dan 
3) titik produk yaitu aspek sertipikasi tanah (hak guna bangunan) (Muliawan 2016).
Perihal jual beli tanah, Yahya Harahap mengemukakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak yang lain bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga”(Harahap 2001). Pihak yang satu dalam hal ini penjual mengikatkan dirinya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain yaitu pembeli membayar harga yang telah dijanjikan”, menunjukkan bahwa perjanjian jual beli termasuk perjanjian yang bersifat timbal balik, dan perjanjian jual beli tersebut belum menimbulkan suatu kewajiban yang nyata, karena baik penjual maupun pembeli masih berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang. Perjanjian jual beli pendahuluan tersebut dipersyaratkan status pemilikan tanah; hal yang diperjanjikan; kepemilikan izin mendirikan bangunan induk.

Jual beli tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan terjadi permasalahan sebagaimana kasus yang terjadi dan diselesaikan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya Nomor 26/ Pdt.G/2018/PN.Ptk., rincian  kasus sebagai berikut: Drs. IMRAN, M.Kes, menjual tanah yang telah dipetak-petak sebanyak 49 (empat puluh sembilan) petak tanah dengan luas tanah keseluruhannya 14.465 M2, lokasi tanah di Jalan Sei Raya Dalam Parit Cahaya Baru Desa Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan. Jual beli tanah yang telah dipetak-perak tersebut dibuat antara Sriyati selaku penjual dengan Imran selaku pembeli. 
Jual beli terjadi pada tanggal 19 November 2001 dengan harga keseluruhan disepakati sebesar Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jual beli tanah yang telah dipetak-petak pembayarannya tidak secara tunai, melainkan disepakati pembayarannya secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.864.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), diawali pembayaran uang muka sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena pembayaran dilakukan secara angsuran, dengan menyerahkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B. Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati kepada Imran, penyerahan sertipikat asli dijanjikan oleh Sriyati setelah Imran membayar lunas harga tanah. Kedua belah pihak sepakat sebagai bukti adanya jual beli secara angsuran mengahadap Jahotmer Simanungkalit, SH., M.Kn, selaku notaris.
Permasalahan timbul katika Sriyati meninggal dunia, bidang tanah sebagai harta waris tersebut dibagi-bagi oleh para ahli warisnya dengan memecah sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor. 16771, Surat Ukur Nomor 2621/B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati, dan kemudian oleh para ahli warisnya dijual kepada pihak lain. Imran merasa sebagai pembeli tanah harta waris yang belum dibagi merasa dirugikan karena telah membayar lunas tanah yang telah dipetak-petak sebanyak 49 dengan luas tanah keseluruhannya 14.465 M2, dan harga pembelian sebesar Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jalan musyawarah tidak membawa hasil, menggugat para ahli waris Sriyati, pembeli berikutnya, BPN sebagai turut tergugat I dan Jahotmer Simanungkalit notaris sebagai turut tergugat II. 
Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya Nomor 26/Pdt.G/ 2018/PN.Ptk, amarnya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang  memeriksa dan mengadili perkara a quo secara absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (exceptio declinatoir) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 620 K/PDT/1999, tanggal 29 – 12 – 1999 menegaskan “bila yang digugat adalah Badan Atau Pejabat TataUsaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.”
Berdasarkan uraian kasus sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi jual beli tanah yang telah dipetak-petak sebanyak 49 petak. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan harus dilakukan melalui 3 (tiga) prosedur tahapan yakni tahap pertama titik start yakni aspek perizinan tanah (lokasi), tahap keduatitik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pemindahan hak) dan tahap ketiga titik produk yaitu aspek sertipikasi tanah (hak guna bangunan). Kenyataannya prosedur tersebut tidak dilakukan dan berakibat pembeli tanah yang telah dipetak-petak sebanyak 49 tersebut dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : Apa akibat hukum  jual beli tanah yang telah dipetak-petak, yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya dan apakah pembeli tanah yang telah dipetak-petak memperoleh perlindungan hukum ketika penjual tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli?.
METODE
Penelitian hukum normatif berkaitan dengan kekaburan dalam jual beli kapling tanah untuk pembangunan perumahan, di satu sisi jual beli kapling tanah diperkenankan sebagaimana Pasal 42 jo Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2011, di sisi yang lain jual beli kapling tanah harus dipenuhinya persyaratan tahapan pembangunan perumahan dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir yang akhirnya bermuara pada 3 (tiga) titik: 1) titik start yakni aspek perizinan tanah (lokasi), 2) titik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pemindahan hak) dan 3) titik produk yaitu aspek sertipikasi tanah (hak guna bangunan). Pada praktiknya masyarakat menafsirkan yang lain, sehingga banyak tanah yang statusnya belum jelas, olehnya dikapling dan dijual.
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approoach). Pendekatan Perundang–undangan (StatuteApproach) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan yang bersangkutandengan isu hukum terkait, kemudian hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumen untuk memecahkan isu permasalahan yang sedang dihadapi (Marzuki 2005). Peraturan Perundangan-undangan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pendekatan konsep (ConceptualApproach), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki 2005). Pendekatan konseptual ini dilakukan penelitian pabila dalam aturan hukum yang dijadikan acuan tidak ditemukan pengertian yang dicari (Marzuki 2005). 
Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan diselesaikan (Marzuki 2005). Konsep hukum di antaranya konsep perjanjian jual beli secara umum dan konsep jual beli bangunan rumah beserta tanah oleh pengembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
I. 
Akibat Hukum  Jual Beli Tanah yang telah Dipetak-Petak yang Belum Menyelesaikan Status Hak Atas Tanahnya

Jual beli tanah yang telah dipetak-petak  yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan”. Menurut Urip Santoso  bahwa yang dijadikan obyek jual beli perumahan adalah jual beli hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah (Santoso 2010). Hal ini berarti bahwa di dalam perjanjian jual beli perumahan yang dijadikan obyeknya adalah bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, bukan bangunan rumahnya yang dijadikan obyek jual beli. 

Jual beli yang obyeknya bidang tanah menurut Boedi Harsono yaitu “jual beli hak atas tanah didasarkan pada perjanjian pada umumnya, hanya saja ada pembatasannya, yaitu khusus di bidang hukum tanah, sepanjang perjanjian yang diadakan itu tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA” (Harsono 2002). Jual beli yang obyeknya hak atas tanah jika karena sesuatu hal harus dilakukan dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dalam hal:

a. “sertifikat belum terbit atas nama penjual dan masih proses di Kantor atau Badan Pertanahan;

b. sertifikat belum terbit atas nama penjual dan masih dalam proses balik nama ke atas nama penjual ;

c. sertifikat sudah ada dan atas nama pihak penjual tetapi harga jual yang telah disepakati belum dibayar semuanya oleh pihak Pembeli  kepada pihak penjual ;

d. sertifikat  sudah  ada,  sudah  atas  nama  penjual dan harga sudah dibayar lunas oleh pihak Pembeli  kepada pihak penjual tetapi persyaratan belum lengkap;

e. sertifikat   pernah   dijadikan   sebagai   jaminan   bank  dan  masih  belum dilakukan roya (Prajitno 2010).”
Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli tanah yang telah dipetak-petak  adalah jual beli yang tunduk pada UUPA sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997, namun jika tidak mengaturnya maka jual beli dilakukan pada umumnya, disebabkan karena pembeli belum membayar lunas sejumlah uang yang menjadi syarat pelepasan dan pengalihan benda tersebut kepada Pembeli (Prajitno 2010). 

PPJB merupakan pengikatan awal antara penjual dan Pembeli  atas benda tertentu milik penjual karena Pembeli belum membayar lunas sejumlah uang yang menjadi syarat pelepasan dan pengalihan benda tersebut kepada Pembeli. Jual beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 16771, Surat Ukur Nomor 2621/B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2   atas   nama   Sriyati dibuat antara Sriyati selaku penjual dengan Imran selaku pembeli.
Jual beli tanah yang telah dipetak-petak pembayarannya didasarkan angsuran, didasarkan atas ketentuan Pasal  1457 KUH Perdata, bahwa jual beli dibuat antara penjual dan pembeli masing-masing pihak berjanji bagi penjual akan menyerahkan obyek jual beli yakni hak atas tanah dan pembeli berjanji untuk membayar harga pembelian. Perjanjian jual beli menurut Moch. Isnaeni  bahwa Perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan pihak penjual dan pihak Pembeli (Isnaeni 2016).
Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah benda dan harga. Unsur esensial tersebut mutlak harus ada dalam hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli karena tanpanya perbuatan hukum tersebut kehilangan karakter pokoknya yang membawa akibat lanjut kehilangan jati dirinya (Isnaeni 2016). Unsur esensial perjanjian jual beli didasarkan pada pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran. 
Penyerahan dan pembayaran merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi agar hak-hak masing-masing pihak terealisasi sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar. Jual beli dibuat antara kedua belah pihak didasarkan kesepakatan yakni penjual berjanji untuk menyerahkan dan Pembeli berjanji untuk membayar, perjanjian yang demikian dikenal juga dengan PPJB. Jual beli adalah perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata.
Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti 2001). Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata menurut Setiawan bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata mengemukakan bahwa “definisi perjanjian tersebut tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarena dan perbuatan melawan hukum” (Setiawan 2003). 
Perjanjian jual beli dibuat antara Sriyati selaku penjual dan Imran selaku pembeli. Jual beli yang demikian dikenal dengan PPJB dikutip dari Herlien Budiono, PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Dari pengertian yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian PPJB merupakan sebuah penjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya (Budiono 2004).
Perjanjian pendahuluan jual beli, PPJB sebagai perjanjian yang lahir karena kebutuhan dan tidak diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka PPJB tidak mempunyai bentuk tertentu. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Herlien Budiono, PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB merupakan salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan sebagai lex specialis, dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, maka PPJB memenuhi unsur-unsur sebagai suatu perjanjian, yang dapat menimbulkan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Meskipun PPJB tidak diatur dalam KUH Perdata (Budiono 2004). Bentuk PPJB adalah bebas sebagaimana dikemukakan oleh Herlien Budiono di   atas, yang   berarti bahwa dasar PPJB adalah asas kebebasan berkontrak. 
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana Buku III KUH Perdata. Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian (Anand 2011). Asas kebebasan berkontrak dalam bahasa Inggris: freedom of contract, liberty of contract, dan party autonomy. Maka asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang (Anand 2011). 
Asas kebebasan berkontrak, menurut Agus Yudha Hernoko  merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak (Hernoko 2010). Perihal asas kebebasan berkontrak atau asas terbuka sebagaimana dikemukakan oleh Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand “artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya”(Bakarbessy and Anand 2018).
Kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, ada suatu batasan, bahwa kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang   oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Muhammad 2001). Jual beli adalah perjanjian, maka agar mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

1) Syarat sepakat mereka yang membuat perjanjian, dijelaskan oleh Agus Yudha  bahwa kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain (Hernoko 2010). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada perse​suaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”(Syahrani 1999). Sepakat diberikan oleh Sriyati yang menjual tanah yang telah dipetak-petak  dengan pembeli dalam hal ini Imran mengenai tanah yang telah dipetak-petak yang dijual dan harganya. Sriyati selaku penjual menjual 49 (empat puluh sembilan) tanah yang telah dipetak-petak dengan luas tanah keseluruhannya 14.465 M2, lokasi tanah di Jalan Sei Raya Dalam Parit Cahaya Baru Desa Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dan dan Imran selaku pembeli dengan harga Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jual beli tanah yang telah dipetak-petak pembayarannya tidak secara tunai, melainkan disepakati pembayarannya secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.864.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), diawali pembayaran uang muka sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi.
2) Syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai wewenang untuk membuat suatu perikatan. Perihal kecakapan bertindak menurut hukum dari segi kedewasaan, sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah berusia 18 tahun atau telah pernah kawin. Sriyati selaku penjual dan Imran selaku pembeli usianya telah dewasa, sehingga cakap berindak menurut hukum. Hal ini berarti bahwa syarat sepakat mereka yang membuat perjanjian telah terpenuhi.

3) Syarat “Suatu hal tertentu” maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya dalam peranjian harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Jual beli yang dibuat antara Sriyati dengan Imran, yang dijadikan obyek jual beli dalam hal ini 49 tanah yang telah dipetak-petak pecahan dari tanah seluas 14.465 M2, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi.

4) Syarat “suatu sebab yang diperkenankan” obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak  antara penjual dalam hal ini Sriyati  dengan pembeli dalam hal ini Imran, tidak dilarang oleh undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, dibedakan antara syarat subyektif terdiri atas sepakat mereka yang membuat perjanjian dan syarat obyektif terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: 

“Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (Subekti 2002).”

Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya adalah batal demi hukum. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak sebanyak 49 di atas tanah seluas 14.465 M2 yang dibuat antara Sriyati dan Imran telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian jual beli tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Perjanjian jual beli sebagaimana Pasal 1458 KUH Perdata yang menentukan :
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 

Pokok pikiran dari Pasal 1458 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya sekalipun bendanya belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar lunas. Hal tersebut mengandung arti bahwa tercapainya sepakat maka sepakat itu menghasilkan sebuah perjanjian yang mengikat para pihak. Jual beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut terjadi sejak tercapai kata sepakat tersebut.
Perjanjian jual beli mewajibkan penjual untuk menyerahkan hak milik atas obyek jual beli dan pembeli  mempunyai kewajiban membayar harga barang yang dijadikan obyek jual beli, yang dikenal dengan prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Bentuk prestasi memberikan, berbuat dan tidak berbuat. Prestasi dalam jual beli adalah menyerahkan yakni pihak penjual menyerahkan hak kepemilikan atas barang dan penjual prestasinya berupa menyerahkan sejumlah uang sebagai harga pembelian. Kewajiban dalam perjanjian jual beli, masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata sebagai kewajiban penjual dan Pasal 1513 KUH Perdata sebagai kewajiban Pembeli.  

Kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata, yang menentukan, “Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya”. Mengenai kewajiban dari pihak penjual dalam perjanjian jual beli, yaitu “menyerahkan barang”, menurut pendapat dari Subekti, yang mengemukakan bahwa, “Menyerahkan adalah memindahkan barang yang telah dijual itu menjadi milik si Pembeli. Jadi, penyerahan (levering) itu, suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan untuk memindahkan hak milik dari satu ke lain orang, dari si penjual kepada si Pembeli” (Subekti 2002).  Penyerahan harus dilakukan di tempat dimana barang yang diperjualbelikan itu berada, pada waktu disepakatinya perjanjian jual beli itu. Penyerahan yang demikian ini harus   dilakukan   apabila   dalam   jual beli tidak diperjanjikan mengenai tempat penyerahan barang antara penjual dengan Pembeli. 

Sriyati selaku penjual menurut Pasal 1474 KUH Perdata yakni menyerahkan hak milik atas tanah yang dijualnya, yakni bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyani terdiri atas 49 tanah yang telah dipetak-petak. Kewajiban pembeli  dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga Pembelian sesuai dengan Pasal 1513 KUH Perdata, yang menentukan bahwa kewajiban utama Pembeli  adalah membayar harga Pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Kewajiban Pembeli  membayar harga Pembeli  barang merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak Pembeli.  “Pembeli  harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli menurut Subekti  tidak akan  ada  artinya  tanpa  pembayaran  harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai Pasal pertama”. 
Menyinggung mengenai kewajiban untuk membayar tersebut jumlah pembayaran biasanya ditetapkan oleh perjanjian, kemungkinan lain boleh juga ditentukan oleh transaksi-transaksi terdahulu antara pihak-pihak atau boleh juga diserahkan supaya ditetapkan oleh penaksir atau penengah (Subekti 1999). Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur No. 2621/B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 terbagi atas 49 tanah yang telah dipetak-petak dengan harga Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pembayarannya secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.864.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah),   diawali   pembayaran   uang muka sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

PPJB yang obyeknya tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan mempunyai kepastian hukum jika telah dipenuhinya 3 (tiga) persyaratan, Jarot Widya menggunakan panduan melalui konsep 3 in 1 in the land acquisition yakni (Muliawan 2016) : 
1) Titik start yakni aspek perizinan tanah (lokasi). Aspek perizinan, Izin menurut Ten Berge ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan undang-undang”. Izin adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka Penanaman Modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Hal ini berarti bahwa subyek yang memerlukan izin lokasi adalah perusahaan yang membutuhkan tanah dalam rangka penanaman modal untuk menggunakan tanah atau memindahkan hak atas tanah. Bidang tanah yang dipetak menjadi 49 dan dijual adalah milik pribadi penjual sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati, yang berarti bahwa tanah yang telah dipetak-petak tersebut dijual untuk pembangunan perumahan, padahal belum memegang persyaratan izin lokasi. 
2)
Titik decision yaitu aspek penguasaan tanah (pemindahan hak). Aspek penguasaan tanah merupakan titik decision yang dilakukan oleh pihak swasta untuk kepentingannya sendiri, dengan melakukan jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau dengan cara lain sesuatu ketentuan yang berlaku dengan warga masyarakat yang memiliki tanah tanpa melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati yang dipecah menjadi 49 tanah yang telah dipetak-petak, sehingga konsep persyaratan penguasaan bidang tanah telah terpenuhi.
3) 
Sertipikat   tanah   merupakan   titik   terakhir yaitu titik produk. Pada titik ini Instansi yang memerlukan tanah dapat menghasilkan produk dari proses penguasaan/pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan swasta. Produk tersebut adalah berupa HGB, ketentuan untuk melakukan sertipikasi  atas tanah hasil pengadaan tanah untuk kepentingan swasta terdapat pada Pasal 7 Permen ATR No. 5 Tahun 2015 yang menentukan bahwa tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Titik product merupakan tahap pendaftaran atau sertipikasi hak atas tanah. Sertifikat Hak Milik Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/B. Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2 atas nama Sriyati, jika bidang tanah yang dijadikan tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan dengan bukti HGB. Bidang tanah yang terbagi menjadi 49 tanah yang telah dipetak-petak tersebut masih berstatus sertipikat hak milik, sehingga terkait dengan Sertipikat tanah   merupakan   titik   terakhir yaitu titik product, belum terpenuhi.

Hal   sebagaimana   diuraikan  di atas terkait dengan jual beli tanah yang pembayarannya tidak secara tunai, melainkan secara angsuran dibuat dalam bentuk PPJB didasarkan atas ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak tersebut belum terjadi peralihan hak atas tanah, karena penjual dalam jual beli tersebut berjanji akan menyerahkan bidang tanah yang dijualnya, demikian juga dengan pembeli berjanji akan membayar lunas obyek yang diperjanjikan, sehingga pembayarannya belum dilakukan secara tunai. 

Jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang dijual oleh Sriyati sebanyak 49 tanah yang telah dipetak-petak belum diserahkan karena pembeli dalam hal ini Imran harta pembelian diangsur sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT. Tanah yang telah dipetak-petak yang dijadikan obyek jual beli tersebut belum dipenuhi persyaratan izin lokasi dan persyaratan status tanah dalam bentuk sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB). Hal ini berarti bahwa kapliung tanah yang dijual oleh Sriyati tersebut belum memenuhi persyaratan penyelesaian status tanah. Akibat hukum jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, maka jual beli tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam jual beli tanah yang telah dipetak-petak, melainkan didasarkan pada perjanjian jual beli tanah yang dilakukan dalam bentuk PPJB.
Apabila pembahasan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan denga pertimbangan hakim dalam memeriksa gugatan yang diajukan oleh Imran terhadap Sriyati, bahwa jual beli tanah atas obyek sengketa antara Imran, dengan  Sriyati dibuktikan berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, pada jual beli tersebut disepakati bahwa Imran, akan membeli 49 (empat puluh sembilan) tanah dengan harga Rp.171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp.3.864.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sejak bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Februari 2004. Jual beli tersebut belum terjadi peralihan hak atas tanah, karena sebagaimana Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa PPAT dilarang membuat akta peralihan hak atas tanah jika tanahnya telah terdaftar namun bukti yang diserahkan berupa fotokopi sertipikat hak milik atas tanah Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2  atas nama Sriyati.

Jika kedua syarat Jual Beli tersebut dapat terpenuhi barulah jual beli tersebut dapat dikatakan telah sah menurut hukum. Pada Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa jual beli tanah dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli diahadapan PPAT, dipenuhi syarat terang yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum. Jual beli bidang tanah yang terbagi dalam 49 petak tersebut antara Sriyati dengan Imran, harga jual Rp. 171.500.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jual beli tanah yang telah dipetak-petak pembayarannya tidak secara tunai, melainkan disepakati pembayarannya secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.864.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), diawali pembayaran uang muka sebesar Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga tidak dipenuhi syarat tunai. 
Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat perjanjian jual beli tanah antara Imran, dengan  Sriyati, surat perjanjan tersebut sifatnya adalah perjanjian dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan PPAT, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat akta tanah mengatur bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, dimana akta tersebut akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum jual beli tanah tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim secara formil tidak terpenuhi syarat sahnya jual beli tanah tersebut. Hal ini berarti bahwa jual beli tanah yang dibuat antara Sriyati dengan Imran tidak dipenuhinya syarat materiil dan syarat formal perjanjian jual beli tanah.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait jual beli tanah yang telah dipetak-petak padahal tatus tanahnya belum diselesaikan dalam arti penjual belum memenuhi persyaratan izin lokasi, bidang tanah yang dijual merupakan harta waris yang belum dibagi, sehingga belum jelas kepemilikannya, maka dapat dikatakan penjual belum memenuhi persyaratan untuk menjual tanah yang telah dipetak-petak, melainkan menjual bidang tanah yang telah dipetak-petak. Menjual tanah yang telah dipetak-petak padahal bidang tanah waris yang belum dibagi sebagaimana Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997. Maka, dapat dikatakan menjual bidang tanah yang dipetak-petak belum merupakan haknya. 
Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata, bahwa menjual bidang tanah yang bukan miliknya adalah batal, karenanya akibat hukum jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang belum menyelesaikan   hukum jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya status sebagai tanah yang telah dipetak-petak, ketika penjual tidak menyerahkan bidang tanah yang telah dipetak-petak. Oleh karena itu, jual beli tersebut tidak mempunyai akibat hukum, disebabkan oleh dilakukannya perbuatan melanggar Pasal 1471 KUH Perdata tidak memenuhi syarat suatu sebab yang diperkenankan sebagai syarat sahnya jual beli, jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal demi hukum.
II.
Perlindungan Hukum Pembeli Tanah yang telah dipetak-petak Ketika Penjual Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Perjanjian Jual Beli. 

Perlindungan hukum diartikan sebagai perbuatan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo 2000). Perlindungan hukum menuer Maria Theresia Geme yaitu:
“Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang (Geme 2000).” 

Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang telah dipetak-petak dalam hal ini Imran sebagai pembeli 49 tanah yang telah dipetak-petak dari Sriyati, oleh karena pembayaran tidak secara tunai melainkan angsuran, maka tidak dapat dibuat dalam bentuk akta peralihan hak atas tanah di hadapat PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Ketika pembayaran lunas belum juga menghadap PPAT untuk dibuatkan akta peralihan hak milik atas tanah, dan Sriyati meninggal dunia.

Perlindungan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memilki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Hubungan hukum menurut Peter Mahmud pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang   lainnya,   antara   seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya (Marzuki 2011). Hubungan hukum didasarkan atas perjanjian jual beli sehingga termasuk hubungan hukum secara privat. 
Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing orang (Isnaeni 2016). Hubungan hukum yang terjadi antara Sriyati selaku penjual dengan Imran selaku pembeli atas tanah yang telah dipetak-petak sertipikat hak milik atas tanah Nomor 16771, Surat Ukur Nomor 2621/ B.Belitung/2002 dengan luas 14.465 M2  atas nama Sriyati, yang dipecah menjadi 49 tanah yang telah dipetak-petak didasarkan atas hubungan keperdataan dengan bukti PPJB baik yang belum maupun telah dibayar lunas oleh pembelinya. Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. 

Hubungan hukum jual beli antara Sriyati dengan Imran tersebut mengakibatkan Imran menderita kerugian. Perihal gugatan ganti rugi di dalam hukum perdata bahwa setiap timbul kerugian, maka pihak yang menderita kerugian berhak untuk menggugat ganti kerugian. Hubungan hukum jual beli dibuktikan dengan akta PPJB, yang berarti bahwa pihak-pihak terikat oleh kewajiban masing-masing atau dikenal dengan prestasi, menurut Abdulkadir Muhammad  “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”(Muhammad 2001). Prestasi meru​pakan kewajiban, yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi   oleh   para pihak yang membuat perjanjian sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. 
Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “tiap-tiap perika​tan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Hal ini berarti bahwa wujud pres​tasi dalam suatu perjanjian adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
Bentuk prestasi pada jual beli tanah yang telah dipetak-petak, Sriyati selaku penjual sebelum menjual tanah mempunyai kewajiban yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yakni menyerahkan hak milik atas tanah yang telah dipetak-petak yang dijadikan obyek jual beli. Penyerahan hak milik dibuktikan dengan akta PPAT belum dapat dilaksanakan karena syarat tunai sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 belum terpenuhi. PPJB adalah perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian, maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.
Wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad diartikan sebagai berikut: “Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan” (Muhammad 2001). Dikatakan telah melakukan wanprestasi, apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian yang dibuat, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Subekti, dikatakan telah wanprestasi apabila:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti 2002).
Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu, wujud dari tidak memenuhi perikatan menurut Mariam Darus Badrulzaman  itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. “debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan (Badrulzaman 1994).”

Sriyati tidak menyerahkan tanah yang dijual, atau menyerahkan tetapi terlambat atau menyerahkan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. 

Sriyati yang wanprestasi, memberikan hak kepada pembeli tanah dalam hal ini Imran untuk adanya kewajiban  ganti  rugi bagi debitur maka undang-undang menurut Mariam Darus Badrulzaman  bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi) (Badrulzaman 1994). 

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatakan: 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi) Pasal 1238 KUH Perdata, mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan. 

Dalam hal “pernyataan lalai” diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Menurut Ilmu Hukum Perdata kalau kreditor menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perikatan itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi atau pemutusan, dasarnya ialah sudah dilakukannya wanprestasi oleh debitur. Karena itu, di sini lembaga pernyataan lalai diperlukan sekali. Namun demikian, kenyataannya di dalam praktek Pengadilan (Yurisprudensi) apabila kreditor   menuntut   pemenuhan, lembaga pernyataan lalai diperlukan juga. Adanya   wanprestasi   kreditor   sebagai   pihak  yang  dirugikan mempunyai hak.  Hak-hak pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut:

a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen);

b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding);

c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding);

d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Ketentuan di atas sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1267 B.W., merupakan suatu bentuk pilihan dari kreditor dalam mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Adanya wanprestasi yang dilakukan Sriyati, maka pembeli dapat menuntut agar memaksa Sriyati menyerahkan obyek jual beli, membatalkan perjanjian jual beli (PPJB), gugatan ganti rugi.

Perjanjian kadangkala dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti kerugian atas dasar ingkar janji atau wanprestasi, baik tidak memenuhi sama sekali kewajiban   tersebut,   memenuhi   tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Imran yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Sriyati dapat menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga. Namun, dikarenakan Sriyati meninggal dunia, maka gugatan dapat diajukan ke ahli waris Sriyati, karena dengan meninggalnya Sriyati, seluruh hak keperdataan menjadi beralih kepada ahli warisnya. 

Gugatan tersebut hanya sebatas ganti kerugian, karena meskipun hak pihak yang dirugikan atas dasar wanprestasi, dapat menuntut pemenuhan perikatan (nakomen); hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding); hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding); hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi; hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi (Subekti 2001). Gugatan hanya sebatas ganti kerugian karena bidang tanah oleh ahli warisnya telah dialihkan sesuai dengan prosedur yang benar yakni dibuktikan dengan akta peralihan hak di hadapan PPAT dan telah didaftarkan untuk balik nama menjadi masing-masing nama pembeli.

Gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad. Perbuatan melawan hukum pada mulanya diartikan secara sempit yaitu kata “onrechtmatige”, hanya melanggar suatu peraturan hukum atau undang-undang (onwetmatige).Pengertian perbuatan melawan hukum yang sempit ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yaitu tidak ada hukum di luar undang-undang (Bakarbessy and Anand 2018). Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh Sriyati karena telah menjual 49 tanah yang telah dipetak-petak, padahal belum memenuhi persyaratan izin lokasi dan sertifikai menjadi tanah dengan HGB.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu “Onrechtmatige daad”. Perbuatan melawan hukum, istilah “melanggar” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melanggar” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melanggar” tanpa harus menggerakkan badannya (Agustina 2004). 
Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur, sebagai berikut (Muhammad 2001):
1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad). Unsur harus ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum terdiri dari dua kata yaitu perbuatan dan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan huku pada mulanya diartikan secara sempit yaitu kata “onrechtmatige”, hanya melanggar suatu peraturan hukum atau undang-undang (onwetmatige). Pengertian perbuatan melawan hukum yang sempit ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yaitu tidak ada hukum di luar undang-undang (Bakarbessy and Anand 2018). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut:

“Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara Lindenboum vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama arrest drukker”(Syahrani 1999). 
Perihal melakukan perbuatan melanggar juga termasuk melanggar kepatutan (itikad tidak baik), sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutan Remy, bahwa melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain (Remy 2007). Terkait asas kepatutan mengabsorbsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis). Itikad baik (Good faith performance) berkaitan dengan kepatutan (itikad baik dalam pengertian objektif), atau reasonableness pelaksanaan kontrak. Itikad baik digunakan sebagai implide term, yang digunakan dalam hukum Romawi, mensyaratkan adanya kerjasama diantara para pihak untuk tidak menimbulkan kerugian dari reasonableness expectation (Remy 2007). Sriyati menjual tanah yang telah dipetak-petak, padahal persyaratan dikenal dengan konsep 3 in 1 in the land acquisition, hal yang belum dipenuhi yakni konsep izin lokasi dan status tanah belum terpenuhi. Tindakan ahli waris Sriyati yang menjual tanah yang telah dipetak-petak tidak sesuai dengan yang ditentukan dapat dikatakan telak melaksanakan perjanjian tidak dengan itikad baik. Melanggar itikad baik sebagai perbuatan melanggar kepatutan, melanggar kepatutan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.
2. Harus ada kesalahan. Perihal kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, Pasal 1366 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. 

Di dalam Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (Syahrani 1999). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, bahwa “kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian” (Bakarbessy and Anand 2018). Kesalahan baik dilakukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian mempunyai bobot yang sama dengan mempertimbangkan bahwa baik kesalahan maupun kesengajaan yang terpenuhi bahwa adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sriyati seharusnya mengetahui dan memahami proses hukum yang harus dilalui sebagai persyaratan penjualan tanah yang telah dipetak-petak yang dikenal dengan konsep 3 in 1 in the land acquisition, bahwa bidang tanah sebelum dijual, harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, Sriyati telah menjual tanah yang telah dipetak-petak, maka unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Unsur harus ada kerugian. Mengenai kerugian bahwa :
“berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil saja, maka kerugian dalam perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui kerugian immateriil, yang juga dapat dinilai dengan uang” (Bakarbessy and Anand 2018). 

Kerugian materiil dan immateriil dijelaskan oleh Riduan Syahrani perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum, “dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immateriil” (Syahrani 1999). Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil, jumlahnya tidak dapat dihitung. Membeli tentunya pembeli telah membayar baik secara angsuran maupun dalam bentuk pembayaran lunas Imran telah membayar lunas harga jual Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jika ternyata, Sriyati tidak memenuhi persyaratan (konsep 3 in 1 in the land acquisition) dan Sriyati meninggal dunia ahli warisnya bahkan mengalihkan bidang tanah tersebut, yang berarti unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.
4. Adanya   hubungan   kausal   antara   perbuatan   dan kerugian. Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan  karena  perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.  Mengenai unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand mengemukakan bahwa “menurut Hoge Raad dalam beberapa aresstnya sejak tahun 1927, masalah hubungan kausal harus didasarkan pada ajarab “edequate” (Bakarbessy and Anand 2018). Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut”. Mengenai teori adequate dijelaskan lebih lanjut oleh Riduan Syahrani yang mengutip teori Von Kries sebagai berikut:

“Suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu” (Syahrani 1999). 

Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu sebab tetapi sebab tersebut tidak menimbulkan suatu kerugian, atau timbul suatu kerugian namun bukan disebabkan oleh pelaku, maka tidak dapat dikatakan adanya suatu hubungan kausa antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang diderita oleh pembeli tanah yang telah dipetak-petak sebesar Rp. 171.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), disebabkan karena perbuatan salah yang dilakukan oleh Sriyati, sehingga unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul telah terpenuhi.
Jual   beli   tanah   yang   status   hak   atas   tanah belum diselesaikan sebagai suatu perjanjian jual beli batal demi hukum. Perjanjian jual beli yang dianggap tidak pernah terjadi, mewajibkan penjual mengembalikan harta pembelian yang telah diterimanya disertai dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Apabila dalam pelaksanaannya penjual tidak bersedia menyerahkan kembali harta pembelian beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka dapat dikatakan sebagai penjual yang beritikad tidak baik sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya. Melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga Imran selaku pembeli yang tidak memperoleh pengembalian sejumlah uang yang telah dibayar sebagai harga pembelian dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dapat menggugat ganti kerugian kepada ahli warius Stiyati atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
PENUTUP
Simpulan

1. Akibat hukum  jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Bahwa jual beli tanah yang telah dipetak-petak untuk pembangunan perumahan, yang harus memenuhi persyaratan yakni pengusan izin lokasi, penguasaan tanah dan sertipikasi tanah. Jual beli tanah yang telah dipetak-petak yang penjualannya secara angsuran hanya dapat dibuat dengan PPJB didasarkan atas ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, sehingga hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian jual beli, yakni penjual dalam hal ini Sriyati dan Irman selaku pembeli, jual beli tersebut dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik.

2. Pembeli tanah yang telah dipetak-petak  memperoleh perlindungan hukum ketika penjual tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, bahwa jual beli dengan PPJB belum terjadi peralihan hak hak atas tanah karena belum dipenuhinya syarat formal sahnya perjanjian yakni dibuktikan dengan akta peralihan hak di hadapan PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Jika dalam, pelaksanaannya penjual wanprestasi dan bidang tanah telah dijual memenuhi syarat materiil dan formal kepada pihak lain, pembeli tidak dapat memaksa penjual menyerahkan hak milik atas tanah yang telah dipetak-petak, melainkan hanya menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi atau ingkar janji dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.
Saran

1. Hendaknya jual beli tanah yang telah dipetak-petak secara PPJB (angsuran) dilakukan di hadapan notaris disertai dengan dibuatanya akta kuasa menjual dengan menahan sertipikat hak atas tanah oleh notaris, agar bidang tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Hendaknya pembeli menggugat ahli waris penjual (telah meninggal dunia) karena dengan meninggalnya penjual, maka seluruh hak keperdataan secara undang-undang beralih kepada ahli warisnya, atas dasar wanprestasi atau ingkar janji berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, agar hak-hak pembeli terlindungi.
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